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BUPATI MAGETAN  

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

                   PERATURAN BUPATI MAGETAN 

   NOMOR 25 TAHUN 2024  

TENTANG 

STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN 

TAHUN ANGGARAN 2025 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI MAGETAN, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Lampiran Bab II huruf 

D huruf o Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Magetan 

Tahun Anggaran 2025; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah 

Kotapraja  Surabaya dan Dati II Surabaya dengan 

Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang 

SALINAN 
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Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa 

Timur, Jawa Tengah,  Jawa Barat dan Daerah Istimewa 

Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan   Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4389) sebagaimana beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- 

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
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Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 142, Tambahan Lembahan Negara Republik 

Indonesia Nomor 6532); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan  Lembaran  Negara  

Republik Indonesia Nomor 6041); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran   Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang 

Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 

Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 

Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan 

Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 112); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 157); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang  Pedoman  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah 
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(Berita Negara Republik Indonesia Tahun  2016  Nomor 

547); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 

tentang  Penggolongan  dan  Kodefikasi  Barang   Milik 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 2083); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1447); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

   

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN 

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 

2025. 

 

  Pasal 1 

 

  Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Standar Harga 

Satuan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 

2025. 

   

  Pasal 2 

 

  Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

1 merupakan batas harga tertinggi dalam penyusunan 

anggaran pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

a. merupakan harga tertinggi, serta dapat dinegosiasi 

kembali untuk memperoleh harga yang lebih 

menguntungkan untuk Pemerintah Kabupaten Magetan; 
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b. merupakan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja 

dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); 

c. merupakan salah satu acuan yang digunakan sebagai 

dasar penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); 

d. Standar Harga Satuan dimaksud diprediksi untuk 

kondisi normal, sedangkan untuk situasi dan kondisi 

khusus dapat dilakukan perhitungan ulang dengan 

prinsip transparansi, akuntabel dan efisien; dan 

e. Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud belum 

termasuk Pajak sesuai ketentuan peraturan 

perundangan-undangan yang berlaku. 

   

  Pasal 3 

 

  Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

1 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 

   

  Pasal 4 

 

  (1) Penggunaan jenis barang/jasa yang belum diatur dalam 

Peraturan ini dilakukan menurut kondisi pasar setelah 

mendapat izin dari Bupati dengan prinsip transparansi, 

akuntabel dan efisien. 

(2) Apabila terjadi perubahan harga yang sangat signifikan 

di pasaran atas Standar Harga Satuan yang ditetapkan 

oleh Bupati, yang diakibatkan kebijakan pemerintah, 

kondisi perekonomian Negara yang tidak stabil, dan/atau 

akibat kejadian force majeure, maka Perangkat Daerah 

dapat melaporkan kepada Bupati dengan dilampiri bukti 

pendukung hasil survei dan dapat mengusulkan 

penambahan. 

(3) Penggunaan jenis barang/jasa yang belum diatur dan 

perubahan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
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  Pasal 5  

 

  Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan. 

 

 

Ditetapkan di Magetan  

pada tanggal 25 Juni 2024          

Pj. BUPATI MAGETAN, 

TTD 

HERGUNADI 

 

 

Diundangkan di Magetan 

pada tanggal 25 Juni 2024   

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN, 

                                TTD 

                          HERMAWAN 

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2024 NOMOR 25 

 

 


